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TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No 9 Tahun 1999 berjudul Undang-Undang tentang Perlindungan
Konsumen dan bukan Undang-Undang tentang Konsumen. menyebutkan pengertian-
pengertian yang dipandang perlu dalam pengaturan mengenai konsumen. Di situ disebutkan
mengenai  perlindungan konsumen dan konsumen. Butir 1 mengartikan "Perlindungan
Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen.” Butir 2 mengartikan "Konsumen adalah setiap orang
pemakal barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri
sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”*

Namun sekalipun undang-undang tersebut membedakan pengertian perlindungan
konsumen dengan konsumen, hal tersebut sebenarnya tidak perlu ditarik sebagai dasar atau
kriteria untuk membedakan pengertian hukum perlindungan konsumen dengan hukum
konsumen.

Membuat batasan tentang hukum konsumen atau hukum perlindungan konsumen
tidak bisa dilepaskan dengan bagai mana hukum meletakkan asas-asas untuk melindungi kon-
sumen atas pemenuhan barang dan atau jasa’.

Bertolak dari penetapan asas-asas tersebut, dapatlah diberikan pengertian tentang
hukum konsumen atau hukum perlindungan konsumen berupa serangkaian norma-norma

yang bertujuan melindungi kepentingan konsumen atas pemenuhan barang dan atau jasa yang

! pasal 1 Undang-Undang No 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2 Pasal 2 UUPK menetapkan asas bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan,

keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.



didasarkan kepada manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen
serta kepastian hukum®.

Ada sebagian pakar mengatakan bahwa hukum konsumen tergolong sebagai cabang
hukum ekonomi. Penggolongan demikian bisa dibenarkan berhubung masalah yang diatur
dalam hukum konsumen adalah mengenai hal-ha yang berhubungan dengan pemenuhan
kebutuhan barang dan atau jasa. Ada pula yang mengelompokkan hukum konsumen kepada
hukum bisnis atau hukum dagang, karena dalam rangkaian pemenuhan kebutuhan barang dan
atau jasa selalu berhubungan dengan aspek bisnis atau transaksi perdagangan. Demikian pula
digolongkan sebagai cabang dari hukum perdata disertai alasan bahwa hubungan antara
konsumen dengan produsen atau pelaku usaha dalam aspek pemenuhan barang dan atau jasa
tersebut lebih merupakan hubunganhubungan hukum perdata bel aka.

Akan tetapi terlepas dari klaim penggolongan cabang-cabang hukum tersebut di atas,
jikaingin menelusuri hukum konsumen maka akan ditemukan berbagai ruang-ruang wilayah
hukum yang berlainan satu sama lain yang dapat menjadi kawasan hukum konsumen.
Wilayah hukum tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga bidang. Ketiga bidang tersebut
adalah sebagal berikut:

a. Bidang Hukum Privat

b. Bidang Hukum Publik

c. Bidang yang mencakup Hukum Privat dan Hukum Publik

Kawasan-kawasan yang dimasuki hukum konsumen dalam hukum privat adal ah:

a Hukum perdata, khususnya mengenai perikatan, yakni mengatur aspek-aspek

kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha.

% N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk, (Jakarta:
Panta Rei, 2005), h. 34.
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Hukum bisnis atau hukum perdata. niaga, khususnya mengenai pengangkutan, hak
atas kekayaan intelektual (HAKI), monopoli dan persaingan usaha, asuransi, dan

lain-lain.

Kawasan-kawasan yang dimasuki hukum konsumen dalam hukum publik adal ah:

a  Hukum pidana: kriminalisasi dalam berbaga ketentuan standar, isi, takaran, label,
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etiket, pengelabuan dalam promosi, Man, lelang, pencantuman klausul baku (per-
janjian standar).

Hukum administrasi: ketentuan sanksi administratif.

Hukum tata usaha negara: kewenangan pejabat-pejabat perizinan, pengawasan.
Kawasan hukum privat dan hukum publik yang dimasuki hukum konsumen
adalah:

Hukum Kesehatan/Hukum Kedokteran

Hukum Perbankan

Hukum Perumahan

Hukum Komunikasi/Pers

Hukum Asurans

Hukum Antimonopoli dan Persaingan Usaha

k. Hukum Industri

Hukum Lingkungan

Jika diamati, terlihat jelas betapa bidang-bidang hukum yang merupakan kombinas

antara hukum privat dengan hukum publik begitu banyak cabangnya. Hal itu menandakan

bahwa baik hukum publik maupun hukum privat lebih banyak terkodifikasi dalam KUHP,

KUHPerdata, KUHDagang. Sementara itu jika diamati, perkembangan demi perkembangan

hingga kita kini memasuki globalisasi, sudah tidak memungkinkan kodifikas tersebut

mampu menampung perkembangan tersebut. Perkembangan demikian mengakibatkan tim-

bulnya ekstensifikasi hukum-hukum baru secara pesat, seperti terdapat dalam bidang tersebut

di atas.

B. Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa

Ada beberapa model penyel esaian sengketa selain pengadilan, yaitu sebagai berikut:

1. Arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata yang bersifat swasta di luar pengadilan

umum yang didasarkan pada kontrak arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak

yang bersangkutan.



2. Negosiasi, yaitu suatu proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu
kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi di antara para pihak.
Negsias dilakukan karena telah ada sengketa diantara para pihak, maupun hanya karena
belum prnah dibicarakan masalah tersebut.
Negosias terdiri dari dua macam, yaitu :
a. Negosias Kepentingan
b. Negosiasi Hak

1. Medias, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan
masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan
pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan soluss dalam menyelesaikan
sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu
menyelesaikan sengketa tersebut disebut dengan “mediator” pihak mediator tidak
mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan
hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solus terhadap para pihak yang
bersengketa tersebut.

4. Konsiliasi, yaitu merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi, untuk
memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan
bekerja dengan pihak yang bersengketa, untuk membantu menemukan solusi dalam
menyel esalkan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak.

5. Pencari Fakta, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh seseorang atau tim pencari fakta,
baik yang merupakan pihak yang independen atau hanya sepihak, untuk membantu proses
pencarian fakta terhadap sesuatu masalah, yang akan menghasilkan suatu rekomendasi
yang tidak mengikat.

6. Minitrial, yaitu system pengadilan swasta untuk menyelesaikan, memeriksa, dan

memutuskan terhadap kasus-kasus perusahaan, yang dilakukan oleh orang-orang yang



disebut dengan manajer yang diberi wewenang untuk menegosiasikan suatu kebijakan di
antara para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, seorang yang netral, yang biasanya
seorang pensiunan hakim atau seorang pengacara lain (selain dari pengacara para pihak)
dapat juga diangkat untuk  menentukan bagaimana seharusnya perkara tersebut
diselesaikan.

7. Ombudsman, yaitu seorang pegabat publik yang independen, yang diangkat untuk
melakukan kritik, investigasi, dan publikasi terhadap kegiatan administras pemerintah,
tetapi bukan untuk membatalkan atau menyatakan batal terhadap kegiatan tersebut.

8. Penilaian Ahli, yaitu terhadap kasus-kasus yang rumit dan memerlukan tenaga ahli untuk
menelaahnya, maka dapat sgja para pihak menunjuk seorang atau lebih ahli yang ilmunya
relevan dengan bidang yang dipersengketakan, dan kewenangan dari ahli tersebut hanya
sampal batas memberikan pendapat sgja.

9. Pengadilan Kasus Kecil, yatu merupakan model pengadilan dalam system peradilan
biasa, tetapi dengan memaka prosedur dan system pembuktian yang sederhana,
pengadilan mana hanya berwenang mengadili kasus-kasus kecil dengan prosedur cepat
dan tidak dibenarkan memakai pengacara.

10. Pengadilan Adat, adalah badan-badan pengadilan adat yang dewasa ini hanya bertugas
untuk menyel esaikan masal ah-masalah adat sgja.*

C. Prosedur Beracara Arbitrase

Prosedur pemeriksaan dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase adalah
pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan sengketa secara tertulis kepada arbiter atau
majelis arbitrase. Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak.

Setelah menerima permohonan tersebut, langkah-langkah yang dilakukan oleh arbiter atau

majelis arbiter adalah sebagai berikut:

*Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h.313



Daam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemohon
harus menyampaikan surat tuntutannya kepada arbiter atau majelis arbitrase. Surat
tuntutan itu harus memuat sekurang-kurangnya:

1) Namalengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak.

2) Uraan singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti.

3) I tuntutan yang jelas.
Setelah menerima surat tuntutan dari pemohon, arbiter atau ketua majelis arbitrase
menyampaikan suatu salinan tuntutan tersebut diserta perintah bahwa termohon
harus menanggapi dan memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama
14 (empat belas) hari sgjak diterimanya salinan tersebut oleh pemohon.
Segera setelah diterimanya jawaban dari termohon atas perintah arbiter atau ketua
majelis arbiter, salinan jawaban diserahkan kepada pemohon.
Arbiter atau ketua majelis arbiter memerintahkan agar para pihak atau kuasa mereka
menghadap di muka siding arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 (empat belas)
hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu.
Apabila termohon setelah lewat 14 (empat belas) hari tidak menyampaikan
jawabannya, termohon akan dipanggil untuk menghadap pada sidang arbitrase
berikutnya.
Daam jawabannya atau selambat-lambatnya pada sidang pertama termohon dapat
mengaj ukan tuntutan bal asan dan terhadap tuntutan bal asan tersebut pemohon diberi
kesempatan untuk menanggapinya. Tuntutan balasan diperiksa dan diputuskan oleh
arbiter atau majelis arbitrase bersama-sama dengan sengketa.
Apabila pada hari yang telah ditentukan, pemohon tanpa alasan yang sah tidak dapat
menghadap, sedangkan telah dipanggil secara patut, surat tuntutannya dinyatakan

gugur, dan oleh arbiter atau maelis arbitrase dianggap selesai. Begitu juga



sebaliknya, termohon tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap sedangkan
termohon telah dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbitrase segera
melakukan pemanggilan sekali.

Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima termohon dan
tanpa das an sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan,
pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon
dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan
hokum.

Daam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, arbiter
atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara pihak yang
bersengketa.

Apabila usaha perdamaian tercapai, maka arbiter atau maelis arbitrase membuat
akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak
untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut.

Pemeriksaan terhadap pokok sengekta dilanjutkan apabila perdamaian tidak tercapai.
Para diberi kesempatan terakhir kali untuk menjelaskan secara tertulis pendirian
masing-masing serta mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan
pendiriannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh arbiter dan majelis arbitrase.

Arbiter atau majelis arbitrase berhak meminta kepada para pihak untuk mengajukan
penjelasan tambahan secara tertulis, dokumen atau bukti lainnya yang dianggap
perlu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh majelis arbitrase.

Sebelum ada jawaban tertulis dari termohon, pemohon dapat mencabut surat
permohonan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

Daam hal sudah ada jawaban dari termohon, perubahan atau penambahan surat

tuntutan hanya diperoleh dengan persetujuan termohon dan sepanjang perubahan



atau penambahan itu menyangkut hal-hal yang bersifat fakta sga dan tidak
menyangkut dasar-dasar hukum yang menjadi dasar permohonan.

Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus
delapan puluh) hari sgak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Jangka waktu itu dapat
diperpanjang, asa ada persetujuan para pihak dan diperlukan. Supaya dapat mengambil
keputusan dengan adil dan patut maka arbiter atau majelis arbitrase, mempunya kewenangan
untuk:

1) Menentukan tempat arbitrase, kecuali ditentukan oleh para pihak.

2) Mendengarkan keterangan saks atau mengadakan pertemuan yang dianggap

perlu pada tempat tertentu di luar tempat arbitrase diadakan.

3) Pemeriksaan saksi dan saksi ahli dihadapan arbiter atau majelis arbitrase.

4) Mengadakan pemeriksaan setempat atas barang yang dipersengketakan. Keempat
kewenangan harus dapat dijalankan dengan baik oleh para arbiter atau maelis
arbitrase.”

Pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh pihak ketiga (arbitrase) pada prinsipnya
sama dengan pemeriksaan dalam perkara perdata, karena perkara yang diperiksa secara
arbitrase pada umumnya adalah perkara perdata, atinya perkara yang diselesaikan adalah
perkara yang berhubungan dengan harta kekayaan, yang diselesaikan melalui acara perdata.

Hukum Acara Perdata sering juga disebut dengan Hukum Perdata Formil, yaitu
peraturan-peraturan yang menentukan bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan
hukum perdata materil dengan bantuan pengadilan. Sedangkan Hukum Perdata Materil
adalah peraturan-peraturan yang menentukan hak dan kewgjiban seseorang (ketentuan yang

adadalam KUH Perdata).

°Salim HS, Hukum Kontrak Teori dan Teknik, (Bandung: PT. Citra Aditya 2010), h.149



Daam acara perdata, sengketa terdiri dari dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat.
Gugatan artinya suatu tuntutan hak yang dimajukan oleh seseorang dihadapan pengadilan,
kata-kata hak disini berarti adanya hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain atau
antara seseorang dengan objek hukum, yang mana oleh hukum diberi perlindungan, yang
kemudian menimbulkan akibat hukum.

Sebagaimana dengan sengketa dalam kasus yang dibahas dalam tulisan ini, bahwa
pembeli (konsumen) telah melakukan pembayaran terhadap pembelian satu unit mobil, tetapi
penjua (PT.Agung Automall) tidak dapat menyerahkan barang yang dijua tersebut, karena
tidak pernah ada dan tidak pernah diterima oleh pembeli, yangmana uang pembelian telah
diserahkan pembeli kepada penjual, maka kasus ini sampai ke pada BPSK Pekanbaru dan

berlanjut kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru.






